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SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-2/MBU/03/2023
TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA DAN KEGIATAN KORPORASI SIGNIFIKAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Negara sebagai agen
penciptaan nilai dan agen pembangunan memiliki peran
strategis untuk mendukung pertumbuhan perekonomian
nasional;

b. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan prinsip tata
kelola Badan Usaha Milik Negara, penerapan manajemen
risiko Badan Usaha Milik Negara, penilaian tingkat
kesehatan Badan Usaha Milik Negara, perencanaan
strategis Badan Usaha Milik Negara, pedoman kegiatan
korporasi signifikan Badan Usaha Milik Negara,
penyelenggaraan teknologi informasi Badan Usaha Milik
Negara, dan pelaporan Badan Usaha Milik Negara tersebar
di berbagai peraturan Menteri sehingga belum terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi di antara peraturan Menteri

tersebut;
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bahwa dalam upaya mewujudkan Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara yang sinkron dan harmonis
guna mendukung pengelolaan Badan Usaha Milik Negara
yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan khususnya
yang berkaitan dengan prinsip tata kelola Badan Usaha
Milik Negara, penerapan manajemen risiko Badan Usaha
Milik Negara, penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha
Milik Negara, perencanaan strategis Badan Usaha Milik
Negara, pedoman kegiatan korporasi signifikan Badan
Usaha Milik Negara, penyelenggaraan teknologi informasi
Badan Usaha Milik Negara, dan pelaporan Badan Usaha
Milik Negara diperlukan terobosan hukum dengan
menggabungkan beberapa Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara terkait ke dalam satu peraturan
Menteri yang komprehensif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 12
ayat (10), Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor
33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan
Perseroan (Persero), Pasal 34, Pasal 38, Pasal 39 ayat (4),
Pasal 47, Pasal 99 ayat (2), Pasal 102 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Tata
Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha

Milik Negara;
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Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri
Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero),
Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan
(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4305);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4528);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran

DISTRIBUSI III



Menetapkan

—4-

Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 6800);

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);

9.  Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA DAN KEGIATAN
KORPORASI SIGNIFIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
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Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

kepada RUPS/Menteri.

Paragraf 5

Informasi untuk Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 18

Direksi menyediakan informasi kepada Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas secara teratur, tanpa
penundaan, dan secara komprehensif tentang semua
informasi yang relevan dengan BUMN.

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas mendapatkan akses
informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sewaktu-waktu
dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi

tambahan.

Paragraf 6
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan

Benturan Kepentingan

Pasal 19

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilarang
memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan
atau mengurangi keuntungan BUMN.

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilarang
mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung
maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain

penghasilan yang sah.
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Pasal 20
Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas dan organ Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan
yang dapat merugikan BUMN atau mengurangi keuntungan
BUMN dan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan

dalam setiap keputusan.

Paragraf 7
Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas

Pasal 21
(1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas wajib membentuk paling
sedikit:
a. sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
b. komite audit;
c. komite nominasi dan remunerasi atau nomenklatur
lain dengan fungsi yang sama; dan
d. komite lain, jika diperlukan.
(2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dapat dibentuk dalam hal:
a. diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. diwajibkan oleh Menteri;
c. sesuai dengan kategori dan klasifikasi Risiko BUMN
berdasarkan Intensitas Risiko BUMN; atau
d. disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas

dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris/Dewan
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